WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 78 TAHUN
2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
KEGIATAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,

bahwa atas hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian kegiatan di lingkungan
pemerintah kota mojokerto, maka perlu dilakukan perubahan kedua kalinya
atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto
Tahun 2019 dan menetapkan ketentuan pengubahannya dalam Peraturan
Walikota Mojokerto.

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16
dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota
Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Mojokerto (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3242);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533):;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia ;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa
Konstruksi Melalui Penyedia;



Menetapkan :

16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota
Mojokerto Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Walikota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto
Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 78 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
KEGIATAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 78 Tahun
2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Pengendalian Kegiatan
Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 20 harus
dibaca sebagai berikut :

(1)

(2)

()

(4)

“Pasal 20

Pengendalian yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan, berfokus pada Pencapaian Indikator Sasaran
Pembangunan sesuai dengan RKPD.

Pengendalian yang dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah dan Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset, berfokus pada Laporan Administrasi baik

Fisik maupun Administrasi Keuangan atas pelaksanaan tugas
PA/KPA.

Pengendalian yang dilaksanakan oleh PA/KPA, berfokus pada
pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan, baik secara kuantitas
maupun kualitas serta waktu pelaksanaan kegiatan yang
dilaksanakan oleh PPK dan PPTK.

Selain melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), PA/KPA juga melaksanakan pengawasan
pelaksanaan pengadaan barangl/jasa di lingkungan SKPD.



(5) Pengawasan pelaksanaan pengadaan barangl/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PA/KPA
bertanggungjawab mengoptimalkan penggunaan produksi
dalam negeri dan perluasan kesempatan berusaha bagi usaha
kecil termasuk koperasi kecil.

(6) Pengendalian yang dilaksanakan oleh PPTK berfokus pada
proses pelaksanaan kegiatan yaitu untuk memastikan bahwa
kegiatan dapat dilakukan sesuai yang direncanakan, baik
kuantitas, kualitas, dan volume serta waktu.

(7) Pengendalian yang dilaksanakan oleh PPK yaitu untuk
memastikan bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan baik secara
teknis, administratif, dan keuangan sesuai dengan
sebagaimana termaktub dalam kontrak, meliputi :

a. Komponen pembiayaan pembangunan bangunan gedung
negara meliputi:

1. Biaya konstruksi fisik;

2. Biaya perencanaan konstruksi;

3. Biaya pengawasan konstruksi;

4. Biaya administrasi (pengelola kegiatan).

b. Besaran komponen biaya pembangunan setinggi-tingginya
ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-
undangan di bidang jasa konstruksi serta berpedoman pada
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor : 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara.”

2. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 23 harus
dibaca sebagai berikut :

“Pasal 23

Dalam rangka ketertiban pelaksanaan pengadaan barang/jasa maka
pertimbangan waktu penyelesaian hendaknya menjadi salah satu

unsur percepatan pemasukan proses pemilihan penyedia melalui
ULP.”



Pasal Il

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 1

Juli 2019

WALIKOTA MOJOKERTO
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Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Juli 2019
SEKRE RAH KOTA MOJOKERTO
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